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ABSTRAK 

 
Perkawinan adalah akad atau perjanjian yang sangat serius, kuat (mitsāqan 

ghalīżan), mengandung nilai-nilai transendental (Ilahiyah), dilakukan secara sadar 
oleh laki-laki dan perempuan guna membentuk keluarga yang pelaksanaannya 
didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Melalui 
perkawinan, pasangan suami-istri akan meletakkan pondasi bangunan baru dalam 
mewujudkan kehidupan rumah tangga bahagia (sa’adah), sejahtera (sakinah), 
berlandaskan kasih sayang (mawaddah wa rahmah), serta wahana persemaian 
keturunan yang legal (hifz an-nasl). Untuk yang terakhir ini, dalam prakteknya di 
masyarakat ternyata masih dijumpai pola relasi antara suami-istri yang timpang 
dan tidak seimbang. Ketimpangan dan ketidakseimbangan tersebut sering kali 
berangkat dari pemahaman dan penafsiran teks keagamaan yang bias gender.  

Pemahaman bahwa wanita (istri) dalam keadaan apa pun harus memenuhi 
keinginan seksual suami dan jika istri menolak ajakan seks suaminya, maka ia 
dikatakan berdosa besar kerap kali dijadikan alat legitimasi atas nama agama. 
Dengan demikian, menjadi wajar jika kemudian terjadi pemaksaan seksual suami 
terhadap istri yang seharusnya di antara keduanya saling menggauli dengan cara-
cara yang ma’ruf dan penuh kasih sayang. Dengan adanya kenyataan itulah, maka 
penyusun melakukan penelitian mengenai pemaksaan seksual suami terhadap istri 
menurut pandangan hukum perkawinan Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang 
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 

Metode dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) 
dengan melakukaan penelaahan terhadap sumber-sumber tertulis baik berbentuk 
undang-undang, kitab-kitab fiqh maupun sumber tertulis lain yang membahas 
tentang tema penelitian ini. Pendekatan yang dipilih adalah yuridis-normatif dan 
bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis komparatif, yaitu dengan 
membandingkan antara hukum perkawinan Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 
tentang KDRT yang keduanya note bene merupakan produk dialogis-historis 
antara teks dengan realitas.  

Kesimpulan yang diperoleh dalam peneitian ini adalah bahwa menurut 
hukum perkawinan Islam seorang suami boleh melakukan pemaksaan hubungan 
seksual terhadap istrinya, dalam hal istri sedang dalam keadaan sehat dan suci dari 
haid serta sesuai dengan tujuan perkawinan. Apabila istri menolak untuk 
melakukan hubungan seksual dengan suaminya, maka dianggap nuzyus, karena 
tidak mematuhi perintah suami dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai 
seorang istri. Berbeda dengan UU No. 23 Tahun 2004, menurut undang-undang 
tersebut, seorang istri boleh untuk melakukan penolakan terhadap ajakan 
suaminya untuk melakukan hubungan seksual dengannya, karena istri dalam hal 
ini memiliki kedudukan yang sama dengan suaminya dalam rumah tangga.  
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“Tak Ada Yang Tak Dapat Kita Raih, Jika Kita Bersungguh 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman 
transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 No. 148 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis 
besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

 
A. Konsonan Tunggal 

 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ب
 

ba’ b Be 

 ta’ t Te ت

sa’ ś ث Es (titik di atas) 

 jim j Je ج

 ح
 

ha h Ha (titik di bawah) 

 kha kh Ka dan ha خ

 dal d De د

zal ż ذ Zet (titik di atas) 

 ra’ r Er ر

 zai z Zet ز

 sin s Es س

 syin sy Es dan Ye ش

sad  ş ص Es (titik di bawah) 

 dad  d De (titik di bawah) ض

 ta t Te (titik di bawah) ط

 za z Zet (titik di bawah) ظ

 ain ‘_ Koma terbalik (di atas)‘ ع

 gain g Ge غ

 fa’ f Ef ف

 qaf q Qi ق

 kaf k Ka ك

 lam l El ل

 mim m Em م

 nun n En ن

 wau w We و

 ha’ h Ha ه

 hamzah  ’_ Aprostrof ء

 ya y Ye ي



 xi

B. Vokal  

1. Vokal Tunggal 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah a a ـَ
 Kasrah i i ـِ
 Dammah u u ـُ

 
Contoh: 
 kataba -  آَتَبَ 

 żukira -  ذُآِرَ 

2. Vokal Rangkap 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan huruf Nama 
ىْ.َ..  Fathah dan ya’ ai a dan i 

وْ.َ..  Fathah dan waw au a dan u 

 
Contoh:  

 kaifa - آَيْفَ

 haula -  هَوْلَ

 

C.  Maddah  

Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan 
tanda 

Nama 

ى.َ.. ا.َ..  Fathah dan alif atau ya’ ā a dan garis di atas 
Kasrah dan ya’ ī ..ِ....ى i dan garis di atas 
Dammah dan wau ū ..ُ.…و u dan garis di atas 

 
Contoh: 
 qāla -  قَالَ 

 ramā -  رَمَى 

 qīla -  قِيْلَ 

 yaqūlu -  یَقُوْلُ 
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D.  Ta’. Marbūtah 

1. Ta’ marbūtah hidup. 
Ta’ marbūtah yang hidup atau mendapat Harakat Fathah, kasrah dan dammah, 
transliterasinya adalah /t/. 
Contoh: 
 

طْفاَلْ اْلاَ رَوْضَةُ     - raudatul atfāl 
2. Ta’ marbūtah mati. 

Ta’ marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukūn, transliterasinya adalah /h/ 
Contoh: 

 talhah -      طَلْحَة 
 

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta’ marbūtah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta’ marbūtah 
itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

 
E.  Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang 
diberi tanda syaddah. 
Contoh: 

 rabbanā -  رَبَّنَا

 nazzala -  نَزَّلَ

لبِرّاَ   - al-birr 

F. Kata Sandang 
1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah 

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan 
bunyinya, yaitu huruf L diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung 
mengikuti kata sandang itu. 
Contoh: 
 

 ar-rajulu - اَلْرَجُلُ

 asy-syamsu - اَلْشَمْسُ

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah 
Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan 

huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. 
Contoh: 
 

 al-badī‘u - اَلْبَدِیْعُ
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 al-jalālu - اَلْجَلاَلُ

G. Hamzah 
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu 

hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangakan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
Contoh: 

 ta’khużūna - تَأخُذٌوْنَ

 syai’un -    شَيْءٌ

 

H. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-

kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata 
lain karena ada huruf atau Harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan 
kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 
Contoh: 

الرَّازِقِيْنَ خَيْرُ لَهُوَ االلهَ وَاِنَّ  - Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 
  

 
I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi 
ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam 
EYD diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis 
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. 
Contoh: 

رَّسُوْل إلاَّ مُحَمَّدٌ وَمَا   -Wa mā Muhammadun illā rasūl 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah hal yang sangat sakral dan bisa dianggap sebagai  

hubungan atau ikatan yang melebihi ikatan-ikatan lain. Kalau akad nikah 

(perkawinan) disebut sebagai sebuah transaksi, maka transaksi perkawianan 

melebihi dari akad atau transaksi-transaksi yang lain. Akad perkawinan tidak 

seperti akad-akad yang lain yang telah diatur agama, karena akad perkawinan 

itu bersifat mitśaqan galīzan (akad yang kokoh, serius dan kuat). Seperti 

halnya telah diungkapkan di dalam al-Qur’an bahwa perkawinan adalah 

transaksi yang kokoh, teguh, dan kuat. 

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

juga telah disebutkan bahwa:  

Dasar perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhannan Yang 
Maha Esa.1 

 
Pasal tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk 

membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Rumah 

tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggota keluarga, 

karena keluarga tersebut dibangun oleh suami-istri atas dasar ikatan lahir 

batin, saling mencintai dan menghormati, setia serta saling memberi di antara 

keduanya.  

                                                 
1 Pasal 1. 
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Secara sosiologis, perkawinan merupakan fenomena penyatuan dua 

kelompok keluarga besar yang asalnya dari keluarga yang tidak saling 

mengenal. Dengan kata lain, perkawinan dapat pula menjadi sarana pemersatu 

dua keluarga menjadi satu kesatuan keluarga yang utuh dan menyatu.2  

Namun dalam tatanan realitas (bisa dilihat di media-media publik baik 

cetak maupun elektronik) menunjukkan bahwa kasus yang menyangkut 

tindakan kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat semakin 

mengkhawatirkan. Kenyataan itu, mendorong pemerintah turun tangan untuk 

ikut mengatasi problem ini melalui pembentukan perundang-undangan yang 

mengatur tentang kekerasan dalam rumah secara komprehensif dan faktual 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dewasa ini. Hal ini dibuktikan 

dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan 

kekerasan dalam rumah tangga yang diharapkan dapat menekan angka-angka 

kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi hak para korbannya.  

Laki-laki sering mengatakan dengan tegas bahwa wanita adalah kaum 

lemah dan laki-laki sebagai kaum yang kuat. Jika demikian adanya, maka laki-

laki adalah sebagai pelindung wanita dan dalam berbagai hal laki-laki juga 

harus bertanggung jawab untuk melindungi wanita. 

Terjadinya suatu akad perkawinan akan menimbulkan akibat hukum. 

Jika hal-hal yang sebelumnya diharamkan, maka setelah akad, yang haram 

tersebut menjadi halal hukumnya, begitu pula sebaliknya yang tadinya halal 

menjadi haram. Perkawinan juga akan melahirkan hak dan kewajiban serta 

                                                 
2 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2004), hlm.19. 
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tanggung jawab bersama yang akan dipikul dan selalu dijaga oleh suami istri 

di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, sehingga berjalan dengan baik. 

Hak dan kewajiban tersebut tidak terlepas dari prinsip keadilan dan hubungan 

saling bekerjasama. Prinsip ini akan memberi pengaruh pada terciptanya pola 

hubungan suami istri yang serasi, seimbang, dan hak akan terwujud. Oleh 

karena itu, hak dan kewajiban merupakan faktor penting bagi terciptanya 

sebuah keluarga sakinah yang didasarkan pada mawaddah dan rahmah.  

Berbicara masalah pembentukan hukum khususnya Hukum 

Perkawinan Islam di Indonesia, maka tidak akan pernah lepas dari kerangka 

pemikiran mazhab Syafi’i. Di berbagai organisasi sosial keagamaan, lembaga 

peradilan agama, telah menjadikan kitab-kitab bermazhab Syafi’i sebagai 

rujukan utama dalam penggalian hukum. Dengan demikian, mazhab Syafi’i 

telah memegang peranan penting dalam membentuk dan membina ketertiban 

sosial umat Islam dan mempengaruhi segala segi kehidupannya.3  

Pernikahan adalah suatu hal yang didasarkan atas tujuan dan kesadaran 

pribadi seorang laki-laki dan perempuan tanpa paksaan. Perkosaan dalam 

perkawinan sudah menjadi isu lama. Meskipun demikian, masih banyak 

orang-orang menganggap hal itu berlebihan. Padahal dalam kenyataannya ada 

saatnya seorang istri merasa lelah dan ingin beristirahat atau sedang 

menstruasi. Oleh karena itu, penyusun menggunakan kata pemaksaan karena 

lebih dianggap wajar oleh masyarakat. Pemaksaan seksual akhir-akhir ini 

menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan serta kondisi jiwa si 

                                                 
3 Abbas, Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’i, cet. VII (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 

1995), hlm. 219-297. 
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korban, beban trauma, masa depan suram atau menimbulkan keputusasaan, 

serta rendah diri. Oleh karena itu, demi masa depan para korban perkosaan 

harus mendapatkan perlindungan hukum dan para pelaku harus mendapatkan 

hukuman yang setimpal. Dalam kasus KDRT dalam pernyataan Irna yang 

dikutip dari website: 

Terkadang istri bisa menjadi dua kali korban dianiaya suami. Pertama, 
menjadi korban dianiaya suami, kedua menjadi korban lagi disalahkan 
oleh lingkungannya karena dianggap tidak bersikap baik kepada 
suami.” Dengan budaya paternal, dimana kedudukan suami lebih 
tinggi, jika terjadi KDRT terhadap istri, maka lingkungan kerap 
kembali menyalahkan istri, sehingga istri sering menjadi korban untuk 
kedua kali, “ paparnya.4 

 
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, persoalan kekerasan seksual 

terhadap istri tampaknya tidak mengenal strata sosial dan pendidikan. Dari 

keluarga yang berstatus ekonomi sangat mapan hingga yang kekurangan tak 

jarang mengalami tragedi kekerasan seksual ini. Pemahaman terhadap sahnya 

melakukan tindak kekerasan seksual terhadap istri, secara garis besar 

setidaknya dilatari oleh dua hal, yaitu asumsi masyarakat bahwa suami 

pemimpin keluarga dalam rumah tangga, dan pemahaman terhadap teks 

keagamaan.5 

Persoalan yang menarik dalam Hukum Perkawian Islam ini adalah 

terjadinya bias gender dalam penafsiran teks keagamaan, sehingga 

                                                 
4 Irna Minauli, “Suami Ringan Tangan, Berjiwa Possesif,” http://www.harian.com/index. 

php?v=lihat&newsid=8378, akses 5 Maret 2009. 
 
5 Andy Darmawan, “Marital Rape dalam Perspektif al-Qur’an,” dalam Mochamad Sodik 

(ed.), Telaah Ulang Wacana Seksualitas, cet. I (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI 
dan McGill-IISEP-CIDA, 2004), hlm. 301. 
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memunculkan corak pemahaman yang merugikan kaum perempuan. Sebuah 

contoh penafsiran terhadap ayat al-Qur’an sebagai berikut: 

 حرث لّكم فأ تواحرثكم انى شئتم وقد موالآنفسكم واتّقوااالله واعلموا نسآؤآم

  6مؤمنينوبشّرال انكم ملقوه

Ayat ini mungkin lebih dimaksudkan sebagai pemberitahuan tentang 

kesuburan wanita dari pada tentang seks. Akan tetapi, para ulama 

memahaminya sebagai diktum bahwa wanita (istri) dalam keadaan apapun 

harus memenuhi keinginan seksual suami. Dengan pemahaman seperti ini, 

maka suami bisa berbuat bebas sekehendak hatinya tanpa memperhatikan 

kepentingan istri dalam hal sama, yaitu seks. Jika istri menolak ajakan seks 

suaminya, ia dikatakan berdosa besar. Tidak pernah diungkapkan yang 

sebaliknya, dalam arti seseorang suami juga akan mendapatkan dosa yang 

sama besarnya jika ia menolak kehendak seks istrinya.7 

Fungsi istri juga diberlakukan sebagai fungsi biologis. Dalam hukum 

perkawinan Islam, hubungan seks lebih dikonstruksikan sebagai kewajiban 

dari pada hak, karena istri harus siap melayani kapan dan dimanapun suami 

menginginkannya. Jika tidak demikian, maka istri dianggap durhaka (nusyuz) 

dan melakukan sebuah dosa. Konstruksi itu dianggap tidak adil, karena 

seorang istri tidak dibolehkan untuk menolak suami. Kemudian bagaimana 

hak istri untuk menolak hubungan seks itu.  

                                                 
6 Al-Baqarah (2): 223. 
 
7Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga 

Emansipatoris, cet. I (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 104. 
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Pemaksaan hubungan seksual sebenarnya tidak perlu terjadi, jika 

suami benar-benar memahami ajaran Islam secara komprehensif. Ada 

beberapa ayat al-Qur’an yang secara tegas melarang praktek tersebut. 

Pemaksaan dalam perkawinan merupakan pengingkaran yang nyata terhadap 

hak-hak istri dan larangan untuk mengabaikan kepuasan istri. Al-Qur’an dan 

Hadis bukan sekedar tuntunan yuridis-formalis, akan tetapi merupakan 

tuntunan moralitas yang mengarahkan manusia untuk mengoptimalkan sisi-

sisi kemanusiaan. Relasi hubungan suami istri harus diletakkan pada landasan 

mawaddah wa rahmah. Saling mengasihi dan menempatkan masing-masing 

individu sebagai subjek dan setiap relasi yang mereka lakukan, tidak 

terkecuali dalam masalah hubungan seksual. 

Oleh karena itu, kajian terhadap hukum pemaksaan seksual terhadap 

perempuan khususnya istri perlu mendapat perhatian yang serius dan digali 

lebih dalam lagi agar masyarakat dapat mengerti apa yang seharusnya 

dimengerti dan bukan kesalahpahaman yang dimengerti, sehingga kekaburan 

pemahaman terhadap hak, peran dan status istri di dalam rumah tangga dapat 

menjadi jelas. 

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan 

KDRT, sebenarnya ditunjukkan untuk melindungi kaum perempuan. Sebelum 

undang-undang tersebut lahir, kasus kekerasan terhadap perempuan dalam 

lingkup keluarga sering dianggap sebagai masalah privat bukan masalah 

publik. UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT menyebutkan 

secara tegas bahwa membela kaum yang lemah akibat kekerasan dalam rumah 
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tangga termasuk juga kekerasan dan paksaan terhadap kaum perempuan yang 

termarginalkan. Di dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT telah 

dijelaskan bagaimana hak-hak perempuan tanpa paksaan, yaitu sebagai 

berikut: 

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga 
terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: 
1. Kekerasan fisik 
2. Kekerasan psikis 
3. Kekerasan seksual 
4. Penelantaran.8 
 
Dari dua perbedaan pandangan antara Hukum Perkawinan Islam 

dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, menjadikan 

wacana hubungan seksual suami-istri menarik untuk dikaji lebih mendalam. 

 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat tersusun 

sebuah pertanyaan yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu 

bagaimana pandangan Hukum Perkawinan Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 

tentang pengahapusan KDRT mengenai pemaksaan seksual suami terhadap 

istri. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Pasal 5. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui lebih jauh mengenai pandangan Hukum Perkawinan Islam 

dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT terkait 

dengan pemaksaan seksual suami terhadap istri. 

b. Membandingkan pandangan Hukum Perkawinan Islam dan UU No. 23 

Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT terkait dengan pemaksaan 

seksual suami terhadap istri tersebut kemudian mencari letak 

persamaan dan perbedaannya. 

2. Kegunaan Penelitian 

b. Sebagai sumbangan dalam memperkaya khasanah kepustakaan 

khususnya dalam bidang studi perbandingan hukum yaitu hukum 

Perkawinan Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan 

KDRT terkait dengan pemaksaan seksual suami terhadap istri dalam 

rumah tangga. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang bersifat 

pengarahan positif, representatif, dan objektif kepada masyarakat serta 

sebagai upaya perbaikan sistem dan pranata sosial yang adil dan 

bernilai kemanusiaan. 

 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian mengenai perkawinan sebenarnya bukan hal yang sama 

sekali baru. Cukup banyak dan tidak begitu sulit untuk menemukan baik yang 

berupa karya tulis, hasil penelitian, maupun buku-buku yang pernah ditulis 
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oleh para peneliti sebelumnya untuk dijadikan sebagai acuan. Akan tetapi, 

penelitian yang berkonsentrasi pada pemaksaan seksual suami terhadap istri 

dalam perkawinan menurut hukum Perkawinan Islam dan dibandingkan 

dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT tampaknya 

belum banyak dijumpai. 

Dalam buku yang ditulis Khoiruddin Nasution dengan judul Hukum 

Perkawinan 1 membahas mengenai kajian terhadap perkawinan berdasarkan 

al-Qur’an dan Sunnah. Minimal ada 5 landasan yang dijadikan pegangan bagi 

suami dan istri  untuk mencapai tujuan perkawinan yang semestinya. Oleh 

karena itu, buku ini dapat digunakan sebagai buku acuan dalam penulisan 

skripsi ini. Meskipun demikian, di dalam buku ini belum dijelaskan mengenai 

bagimana posisi perempuan (istri) pada saat menolak ketika dipaksa untuk 

melayani suami berhubungan seksual.9 

Buku yang ditulis oleh M. Abdul Ghoffar dengan judul Fikih 

Keluarga. Buku ini menjelaskan mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki 

oleh pasangan suami istri.10 Penulis juga menggunakan buku ini sebagai acuan 

yang dapat membantu untuk menyelesaikan penulisan skripsi. 

Dalam kitab al-Umm karya Imam asy-Syafi’i yang diterjemahkan oleh 

Abdulah Muhammad bin Idris juga membahas tentang hak dan kewajiban 

                                                 
9 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan, hlm. 37-47. 
 
10 M. Abdul Ghofar. Fikih Keluarga, cet. I (Jakarta Timur: Pustaka al-Kaustsar, 2001), 

hlm. 169-183. 
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suami istri serta keharusan istri untuk mentaati perintah suami, termasuk 

diperbolehkannya seorang suami untuk memaksa istri berhubungan seksual.11  

Buku hasil karya Masdar F. Mas’udi dengan judul Islam dan Hak-hak 

Reproduksi Perempuan.12 Buku ini banyak menyoroti tentang masalah-

masalah penting dalam kehidupan manusia terutama yang berkaitan dengan 

hak-hak wanita dalam sebuah perkawinan yang selama ini terkesan dipasung, 

seperti hak memilih pasangan hidup dan hak untuk mendapatkan kepuasan 

seksual. Pengarang menyajikannya lewat gaya dialog, sehingga memudahkan 

pembaca untuk menyelami suatu tema pembahasan yang sesungguhnya cukup 

berat dan gampang menyulut kontroversi. Buku ini layak untuk dijadikan 

sebagai bahan primer dalam menjawab permasalahan yang diangkat skripsi 

ini. 

Buku hasil karya La Jamaa, dan Hadidjah yang berjudul Hukum Islam 

dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.13 Buku ini 

banyak memberikan informasi tentang hukum Islam yang mengatur tentang 

hubungan suami istri yang baik, sesuai dengan ajaran Islam serta relevansinya 

dengan undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga. Buku ini juga 

patut menjadi buku acuan primer dalam penulisan skripsi ini.  

                                                 
11  Abū Abdullāh Muhammad bin Idris asy-Syāfi’i, Mukhtashar Kitab al-Umm fi al-Fiqh, 

diterjemahkan oleh Amiruddin, dengan judul Ringkasan Kitab Al-Umm, cet. I (Jakarta: Pustaka 
Azzam, 2006). 

 
12 Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh 

Pemberdayaan (Bandung: Mizan, 1997). 
 
13 La Jamaa dan Hadidjah, Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam 

Rumah Tangga, cet. I (Surabaya: Bina Ilmu, 2008).  
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Dalam buku yang berjudul Islam dan Konstruksi Seksualitas. Buku ini 

membahas mengenai perlindungan hak reproduksi yang menggambarkan 

bahwa perlunya perlindungan hak-hak reproduksi wanita dan memberikan 

kejelasan mengenai perkosaan terhadap perempuan yaitu seksualitas antara 

hak dan kewajiban.14 

M. Azilul Hakim, dalam skripsinya yang berjudul Kekerasan Suami 

Terhadap Istri Perspektif Hukum Pidana Islam.15 Skripsi ini membahas 

mengenai kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang 

dihubungkan dengan hukum pidana Islam. Selain itu, di dalam skripsi ini juga 

memuat mengenai hukuman yang dikenakan bagi suami yang melakukan 

kekerasan terhadap istri. 

Mohammad Hasan, dalam skripsinya Perkosaan Perkawinan 

(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 2 Huruf A Deklarasi Pbb 1993 

Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan).16 Skripsi ini juga membahas 

tentang perkosan perkawinan dengan membandingkan antara hukum Islam 

dengan Deklarasi PBB. Untuk itu skripsi ini membantu dalam penulisan 

skripsi. 

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat 

melanjutkan terhadap penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu. 

                                                 
14 Irwan Abdullh, dkk., Islam dan Konstruksi Seksualitas, cet. I (Yogyakarta: PSW IAIN 

Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 118-130. 
 
15 M. Azilul Hakim, “Kekerasan Suami terhadap Istri Perspektif Hukum Islam,” Skripsi 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006). 
 
16 Mohammad Hasan, “Perkosaan dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pasal 2 Huruf A Deklarasi PBB 1993 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan),” 
Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004). 
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Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada aspek 

perspektif yang digunakan di dalam membandingkan, yakni antara hukum 

Perkawinan Islam dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan 

KDRT. Selain itu, objek yang diteliti juga lebih spesifik, yaitu mengenai 

pemaksaan seksual yang dilakukan suami terhadap istri di dalam perkawinan. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Berangkat dari isu-isu yang muncul di masyarakat, kaum perempuan 

(istri) dianggap tidak pantas untuk menentukan sikap menolak dan 

mengemukakan keinginannya di dalam melakukan hubungan seksual yang 

lebih memuaskan bagi dirinya. 

Secara eksplisit memang tidak dijumpai dalam nash, baik dalam al-

Qur’an maupun al-Hadis yang secara tegas mengatur tentang larangan 

kekerasan seksual. Akan tetapi, banyak dijumpai konsep-konsep yang berpijak 

pada nilai-nil;ai idealisme ajaran Islam tentang hak-hak asasi manusia, 

khususnya hak asasi perempuan dalam institusi perkawinan. Konsep-konsep 

tersebut adalah mu’asyarah bi al-ma’ruf, kesamaan hak laki-laki dan 

perempuan, dan hak seksualitas.  

Di dalam hukum Islam khususnya fiqh mazhab Syafi’i ada 

pemahaman bahwa seorang istri ibarat budak yang dinikmati tuannya. 

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya mengandung dua 

pengertian yaitu seks (jenis kelamin) dan gender. 

Masyarakat sekarang ini memaknai perkawinan sebagai akad 
kepemilikan, menikah berarti memiliki. Pemahaman seperti ini 
membawa relasi yang timpang dalam kehidupan suami istri. 



 13

Ketimpangan terdengar dari ungkapan yang sudah menjadi baku di 
masyarakat, seperti suami menikahi istri, istri dinikahi, suami memberi 
nafkah, istri dinafkahi, suami membayar mahar, istri diberi mahar, 
suami mencerai, istri dicerai, suami merujuk, istri dirujuk, suami 
berpoligami, istri dipoligami, suami kepala keluarga, istri anggota 
keluarga dan seterusnya.17 

 
Sejauh berkaitan dengan persoalan relasi gender, pengaruh budaya dan 

tradisi masyarakat cenderung sangat kuat. Demikian juga halnya dengan 

perkawinan yang di dalamnya terdapat pertisipasi antara perempuan dan laki-

laki, dalam perjalanannya telah dikonsepsikan oleh para penganut asy-

Syafi’iyah sesuai dengan konteks jamannya. Kondisi tersebut pada masa kini 

kemudian menjadi persoalan, karena posisi laki-laki yang sedemikian rupa 

dalam masyarakat Indonesia diakui ada. Hal inilah yang menyebabkan kaum 

laki-laki memiliki kesempatan besar untuk mendominasi perempuan dengan 

menggunakan ajaran agama sebagai alat legitimasi. 

Meminjam teori maqashid syari’ah, sebagaimana yang dikutip oleh 

Yudian Wahyudi, hukum Islam memiliki tujuan menyelamatkan manusia dari 

dunia sampai akhirat.18 Hal itu selaras dengan tujuan dari Undang-undang 

No.23 Tahun 2003 tentang penghapusan (KDRT) yang bertujuan untuk 

menyelamatkan manusia, khususnya anggota rumah tangga yang mengalami 

tindak kekerasan dari salah satu anggota rumah tangga itu. 

                                                 
17 Imam Rosyadi, “Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan Menurut KHI dan CLD,” 

Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 12-13. 
 
18 Yudian Wahyudi, Maqashid Syari’ah dalam Pergumulan Politik (Yogyakarta: 

Nawesea Press, 2007), hlm. 25. 
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Salah satu aspek maqashid syari’ah membagi menjadi tiga prioritas 

yang saling melengkapi, yaitu: 19 

1. Daruriat, yaitu keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan yang 

harus ada demi kelangsungan hidup manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, 

maka kehidupan manusia pasti akan hancur. Tujuan-tujuan itu adalah 

menyelamatkan agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harga diri.  

2. Hajjiat atau kebutuhan-kebutuhan, artinya sesuatu itu dibutuhkan bagi 

kelangsungan kehidupan manusia. Jika tidak ada, maka kehidupan 

manusia tidak akan hancur, akan tetapi akan ada penghalang yang berupa 

kesulitan-kesulitan dalam proses pencapaian tujuan  hidup tersebut.  

3.  Tahsiniat atau proses-proses dekoratif-ornamental, yang artinya ketiadaan 

hal-hal dekoratif-ornamental tidak akan mengancurkan tujuan daruri, 

tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian tujuan daruri. 

Sebagaimana teori di atas, para pendukung asy-Syafi’iyah telah 

mendefinisikan perkawinan menurut konteks masanya berdasarkan persepsi 

dan penafsiran tentang konfigurasi faktor-faktor sosial tentang perkawinan 

sebagai ‘aqd at-tamlik (kontrak kepemilikan). Hal ini menunjukkan bahwa 

dengan pernikahan seorang suami telah melakukan kontrak pembelian 

perangkat seks (bud’u) sebagai alat melanjutkan keturunan dari pihak laki-laki 

(suami) sebagai pemilik dan sekaligus penguasa perangkat seks yang ada pada 

tubuh perempuan (istri) sekaligus pemilik anak yang dihasilkannya atau 

                                                 
19 Ibid., hlm. 25-26. 
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sebagai ‘aqd al-ibahah (kontrak) untuk membolehkan sesuatu dalam hal ini, 

alat seks yang yang semula dilarang.20  

Dari kondisi ini menurut Khoirudin Nasution dalam bukunya Hukum 

Perkawinan 1, muncul konsep bahwa wanita (istri) wajib melayani atau 

meladeni keinginan (nafsu) suami, meskipun istri tidak menginginkannya. 

Kewajiban pokok istri adalah mengurusi suami dan rumah tangga, dan ciri 

istri yang baik adalah istri yang dapat menyenangkan dan patuh kepada suami 

serta dapat menjaga diri dan harta kekayaan suami. Kekerasan (violence) 

adalah bertindak dengan cara-cara yang tidak patut dan menggunakan 

kekuatan fisik yang melanggar hukum yang melukai diri sendiri, orang lain, 

dan lingkungannya. 

Dalam konsep ma’ruf ini tentunya membolehkan adanya kekerasan 

baik pemukulan, penganiayaan dan lainnya. Dalam hukum Islam menekankan 

pada salah satu aspek perlindungan yang dikenal dengan istilah al-kulliyat al-

khas atau ad-darruriyat al-khams (lima asas perlindungan), yaitu: 21 

1. Agama (hifz ad-din) 

2. Jiwa (hifz an-nafs) 

3. Akal (hifz al-aql) 

4. Keturunan (hifz an-nals) 

5. Harta (hifz al-mal) 

Pokok denotatif kata nisa’ukum harsulakum, isterimu adalah laksana 

sawah ladang bagimu dan fa’tu harśakum anna syi’tum, ”maka datangilah 
                                                 

20 Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak, hlm. 107-108. 
 
21 Yudian Wahyudi, Maqashid Syari’ah, hlm. 92. 
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sawah ladangmu bagaimana kamu suka,” terkandung pengertian suatu bentuk 

kehati-hatian bagi seorang ”petani” di dalam menabur benih yang baik 

berkualitas. Seorang suami memilki tanggung jawab terhadap ”ladang” yang 

diamanati oleh Allah. Ladang tersebut perlu diberi pupuk, dicangkul, disiram 

dan disayang agar subur. Hubungan suami istri dalam sebuah perkawinan, 

dengan demikian bukan berarti hak seksualitas perempuan ditiadakan, justru 

dimensi ibadah inilah yang membawa substansi pada keikhlasan masing-

masing pihak tanpa adanya paksaan terhadap pasangan di dalam melakukan 

hubungan seksual.22 

Disamping itu, ada tudingan miring bahwa tindak kekerasan dalam 

rumah tangga seolah-olah mendapat legitimasi dari al-Qur’an, yang 

membolehkan suami memukul istrinya yang nusyuz. Hal ini dapat digunakan 

sebagai acuan dalam memandang hukum dasar manusia. Artinya perlindungan 

lima hal tersebut mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa memandang 

keyakinan, golongan, etnis, dan jenis kelamin. 

Lahirnya pemikiran ini adalah dalam rangka menjembatani pemikiran 

mengenai pemaksaan istri oleh suami antara Hukum Islam dengan UU No. 23 

Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT.  

Seperti yang diketahui, upaya membangun dan memutuskan atas 

berbagai ketetanpan Hukum Islam selalu berhadapan dengan kondisi dan 

                                                 
22 Andy Darmawan, “Marital Rape dalam Perspektif al-Qur’an,” dalam Mochamad Sodik 

(ed.), Telaah Ulang, hlm. 324. 
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situasi tertentu, sehingga nuansa rekayasa dan sublimasi akan selalu tampak di 

dalamnya.23 

Dalam menyusun skripsi ini penyusun lebih memfokuskan pada 

pemaksaan seksual suami terhadap istri sesuai dengan judul yang dibahas. 

Penyusun akan memaparkan konsep pemaksaan seksual terhadap istri menurut 

Hukum Islam dan menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan 

KDRT. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian mengenai pemaksaan seksual suami terhadap istri menurut 

Hukum Perkawinan Islam dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang 

penghapusan KDRT ini menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yakni penelitian 

yang didasarkan pada kajian terhadap sumber-sumber data tertulis yang 

menjadi bahan dalam penulisan sekaligus pembahasan permasalahan. 

2. Sifat penelitian  

Dilihat dari sifatnya penelitian yang penyusun lakukan ini besifat 

deskriptif. 

3. Pendekatan penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

pendekatan normatif-yuridis. Maksud dari pendekatan ini adalah cara 

mendekati masalah dengan didasarkan pada analisis peraturan perundang-
                                                 

23 Mahsun Fuad, Hukum Islam, hlm. 15. 
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undangan, yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusn KDRT dan 

Hukum Perkawinan Islam. 

4. Teknik pengumpulan data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka penyusun 

menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan pokok masalah berupa buku, skripsi, surat kabar, 

dan internet. 

Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang 

No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, kitab al-Umm karya Abū 

Abdullāh Muhammad bin Idris asy-Syāfi’i dan buku-buku ke-Islaman 

serta bahan-bahan pustaka lainnya yang mendukung penelitian ini. 

5. Analisis Data 

Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan model komparatif, yaitu 

menganalisis data dengan cara membandingkan beberapa data atau teori 

yang berbeda untuk menemukan suatu kesimpulan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah mendapatkan gambaran secara umum tentang 

pembahasan skripsi ini, maka penyusun membagi hasil penelitian ini menjadi 

lima bab sebagai berikut: 

Bab pertama yaitu pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang di 

dalamnya menjelasan alasan penyusun memilih topik permasalahan, sehingga 

penelitian ini menjadi urgen dan perlu dilakukan. Kemudian rumusan masalah 

berupa kalimat tanya yang merupakan bagian dari kegelisahan akademis 
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subyektif penyusun dengan didasarkan pada latar belakang permasalahan di 

atas. Selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian yang berupa harapan yang 

ingin dicapai oleh penyusun di dalam melakukan penelitian ini. 

 Telaah pustaka berupa pengungkapan hasil-hasil penelitian yang 

dilakukan oleh para peneliti terdahulu dengan maksud untuk memposisikan 

penelitian yang dilakukan penyusun sekarang, sehingga letak perbedaan 

penelitian tampak jelas. Kemudian kerangka teoretik, di dalamnya 

menjelaskan teori-teori atau konsep yang digunakan penyusun sebagai pisau 

analisa permasalahan penelitian. Selanjutnya metode penelitian yang berisi 

langkah-langkah sistematis yang digunakan penyusun di dalam melakukan 

penelitian ini. Terakhir sistematika pembahasan yang berupa alur atau urut-

urutan pembahasan peneitian. 

Bab kedua dikemukakan tentang pengertian pemaksaan seksual suami 

terhadap istri, bentuk-bentuk pemaksaan seksual suami terhadap istri, latar 

belakang terjadinya pemaksaan seksual suami terhadap istri, kemudian 

terakhir mengenai akibat pemaksaan seksual suami terhadap istri. Bab ini 

merupakan bagian pengantar sebelum masuk ke dalam inti pembahasan. 

Selain itu, bab ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan atau gambaran 

umum mengenai fenomena pemaksaan seksual suami terhadap istri. 

Bab ketiga di dalamnya menguraikan tentang pemaksaan seksual 

suami terhadap istri menurut Hukum Perkawinan Islam dan UU No. 23 Tahun 

2004 tentang penghapusan KDRT. Di dalamnya penyusun melakukan kajian 

perbandingan antara Hukum Perkawinan Islam dan UU No 23 Tahun 2004 
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tentang penghapusan KDRT mengenai kedudukan istri dalam rumah tangga, 

hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga, pemaksaan seksual 

suami terhadap istri serta terakhir mengenai bentuk hukuman bagi para pelaku 

yang melakukan pemaksaan seksual dalam rumah tangga.  

Semua itu penting untuk diungkapkan sebagai upaya penjernihan peran 

dan kedudukan suami istri di dalam rumah tangga, sehingga di antara 

keduanya dapat saling melakukan kewajiban dan menuntut haknya secara adil 

dan proporsional. Pembahasan mengenai pemaksaan seksual suami terhadap 

istri dan hukuman bagi para pelaku pemaksaan tersebut, baik itu menurut 

Hukum Perkawinan Islam maupun UU No. 23 Tahun 2004 tentang 

penghapusan KDRT dimaksudkan untuk mengetahui pandangannya masing-

masing yang nantinya akan menjadi bahan analisa pada bab berikutnya.  

Bab keempat berisi analisis komparatif mengenai pemaksaan seksual 

suami terhadap istri menurut Hukum Perkawinan Islam dan UU No.23 Tahun 

2004 tentang penghapusan KDRT.  Analisis dilakukan dari segi bentuk, segi 

aduan, dan dari segi sanksi. Dari ketiga aspek tersebut, diharapkan akan 

muncul letak persamaan dan perbedaan dari kedua hukum tersebut di dalam 

melihat fenomena pemaksaan seksual suami terhadap istri.  

Bab kelima berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok 

masalah atau hasil analisis yang dilakukan pada bab empat. Selain itu, bab ini 

juga memuat saran-saran dari penyusun, baik ditujukan bagi para pembaca 

maupun para peneliti selanjutnya yang memiliki minat untuk melakukan 

penelitian terkait dengan topik penelitian ini 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dalam peneitian ini adalah bahwa menurut 

hukum perkawinan Islam seorang suami boleh melakukan pemaksaan 

hubungan seksual terhadap istrinya, dalam hal istri sedang dalam keadaan 

sehat dan suci dari haid serta sesuai dengan tujuan perkawinan. Apabila istri 

menolak untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya, maka 

dianggap nuzyus, karena tidak mematuhi perintah suami dan tidak 

menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Berbeda dengan UU No. 23 

Tahun 2004, menurut undang-undang tersebut, seorang istri boleh untuk 

melakukan penolakan terhadap ajakan suaminya untuk melakukan hubungan 

seksual dengannya, karena istri dalam hal ini memiliki kedudukan yang sama 

dengan suaminya dalam rumah tangga.  

Jadi hukum perkawinan Islam mempunyai dua fungsi, pertama sebagai 

sarana perbaikan dan perubahan sosial. Kedua fungsi direalisasikan dengan 

hak Allah (publik) dan hak adami (privat). Bila social engeneering diartikan 

sebagai sarana untuk menggerakkan masyarakat sesuai dengan tujuan yang 

telah ditetapkan, maka tujuan-tujuan itu adalah tujuan yang didasarkan pada 

sumber ajaran Islam, yaitu al-Qur’an dan hadis.   
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Dapat dipahami bahwa antara hukum perkawinan Islam dan undang-

undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) terdapat 

beberapa perbedaan, di antaranya adalah: 

1. Menurut UU penghapusan KDRT, suami yang memukul istrinya mutlak 

dikategorikan sebagai kekerasan fisik. Sedangkan menurut hukum 

perkawinan Islam, suami yang memberi pelajaran kepada istrinya yang 

nusyuz tanpa menyakitinya setelah diberi nasehat dan pisah tempat tidur, 

bukan dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Asumsi 

tersebut berdasarkan QS. An-Nisa (4): 43. 

2. Dalam UU penghapusan KDRT dikenal pemaksaan seksual suami 

terhadap istri dengan marital rape (perkosaan dalam perkawinan), 

sedangkan dalam hukum perkawinan Islam tidak dibenarkan istri 

melaporkan suaminya secara pidana dengan alasan suami tidak 

memperkosanya (memaksa berhubungan seksual). Menurut hukum 

perkawnan Islam, pemerkosaan dalam hal ini pemaksaan seksual suami 

terhadap istri hanya terjadi di luar ikatan perkawinan. Hal ini didasarkan 

kepada hadis Nabi saw yang menginformasikan adanya kutukan malaikat 

kepada istri yang menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan 

biologis. Dengan demikian, konsep marital rape bertentangan dengan 

hukum perkawinan Islam, karena secara psikologis istri yang menolak 

ajakan suaminya itu lebih disebabkan karena kondisi fisiknya yang lemah. 

3. Bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah 

tangga juga berbeda. Menurut UU penghapusan KDRT bab VIII pasal 44, 



 74

pelaku kekerasan fisik dapat dijatuhi hukuman penjara atau denda. 

Sementara apabila korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, termasuk 

pemaksaan hubungan seksual mengakibatkan kematian, maka sesuai 

dengan pasal 44 ayat (3), yakni pelaku dihukum dengan hukuman penjara 

maksimal 15 tahun atau denda maksimal Rp. 45.000.000,00. Sedangkan 

menurut hukum perkawinan Islam, pelaku dijatuhi hukuman qisas jika 

korbanya meninggal, atau dihukum membayar diyat jika korban 

mengalami luka (cedera). 

Adapun persamaan antara hukum perkawinan Islam dengan UU No. 

23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT adalah bahwa di antara keduanya 

sama-sama memberikan perhatian yang lebih terhadap masalah relasi antara 

suami dan istri dalam sebuah perkawinan, khususnya terhadap tindak 

pemaksaan seksual yang dilakukan suami terhadap istri. Ini dilakukan dalam 

rangka menjamin rasa keadilan, saling menghormati hak-hak dan kewajiban 

suami istri demi terwujudnya sebuah rumah tangga sakinah yang didasarkan 

pada mawadah dan rahmah. 

 

B. Saran-saran 

1. Adanya ketimpangan dan ketidakseimbangan pola relasi suami istri yang 

mengakibatan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, khususnya 

pemaksaan seksual suami terhadap istri, salah satunya dipengaruhi oleh 

pola pamahaman dan penafsiran teks-teks keagamaan yang bias gender. 

Apresiasi terhadap rumusan fiqh (Hukum Perkawinan Islam) seharusnya 
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bukan dalam bentuk pencomotan, penduplikasian atau pengadopsian apa 

adanya, melainkan menakar ulang (rethinking) secara dinamis dan 

konstruktif dengan melihat konteks sosio-historis di mana teks-teks 

keagamaan itu diturunkan. Dengan demikian, nilai-nilai moral, etika dan 

profetik Islam dari fiqh akan tampak nyata dan menjadi semangat empati 

kemanusiaan bagi kaum marginal dan dirugikan yang kebetulan dalam 

konteks ini adalah kaum perempuan.  

2. Apabila fiqh (Hukum Perkawinan Islam) mampu menawarkan kesadaran 

moral dan etika, maka peraturan perundang-undangan (UU No. 23 Tahun 

2004) yang bersifat lebih represif juga harus mampu dan efektif di dalam 

menjalankan peranannya sebagai produk legislasi. Artinya, eksistensi 

Undang-undang penghapusan KDRT adalah sebagai alat untuk 

melaksanakan hukum Islam yang berkaitan dengan anti kekerasan dalam 

rumah tangga dalam penegakan hukum di tanah air. Tanpa perundang-

undangan (legislasi), penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam 

rumah tangga sulit dilaksanakan. 

3. Kaitannya dengan penelitian ini, maka diperlukan suatu upaya kritik 

konstruktif dari berbagai pihak yang tentunya diiringi dengan penelitian-

penelitian yang berkelanjutan. Tidak ada suatu kajian yang bersifat final, 

karena kehidupan senantiasa berubah dan berkembang, memunculkan 

fenomena serta problematika historis yang baru, sehingga menuntut 

adanya respon positif dan tentunya  
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Lampiran I 

 

TERJEMAHAN AL-QUR’AN DAN HADIS 

 

No Bab Hlm Foot 

Note 

Terjemahan 

1. I 5 6 Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu 
bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat 
bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu 
kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk 
dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan 
ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. 
Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang 
beriman. 

2. III 39 2 Nikah merupakan suatu akad mengenai hubungan 
seksual dengan perkataan nikah atau tajwij atau 
semakna keduanya. 

3. III 45 12 …wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, 
maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka 
ditempat tidur mereka, dan pukulah mereka. 
Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah 
kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya… 

4. III 47 15 Berilah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang 
kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh 
kerelaan.... 

5. III 47 16 ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian 
kepada para ibu dengan cara yang baik (ma’ruf)... 

6. III 49 18 Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat 
tidur lalu istrinya tdak medatanginya hingga suami 
tertidur dan marah, maka malaikat melaknatnya 
(istri) hingga subuh. 

7. IV 63 1 LIHAT BAB I, HLM. 5, FOOT NOTE 6. 

8. IV 66 2 LIHAT BAB III, HLM. 49, FOOT NOTE 18. 

 



 II

Lampiran II 

 
BIOGRAFI ULAMA  

 

1. Imām asy-Syāfi‘i 
Namanya adalah Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin ‘Abbās bin 

‘Uśmān bin Syāfi'ī. lahir pada bulan Rajab tahun 105 H. di suatu desa Gazza, 
di daerah pantai selatan Palestina. la senang mempelajari fiqh, dan berkat 
keuletan dan kecerdasan akalnya, ia diberi gelar Mujaddid pada abad ke-2 H. 
setelah Khalīfah ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīz di abad ke-1 H. Pada usia antara 8-9 
tahun sudah hafal kitab suci al-Qur’an 30 juz. 

Gurunya yang pertama adalah Muslim Khālid az-Zanjī di Mekkah, 
sedang yang di Medinah adalah Imām Mālik Ibn Anas. Di Irak ia berguru 
pada Muhammad ibn al-Hasan (murid imam Abū Hanīfah). Ia berkeinginan 
untuk menyatukan ilmu fiqh orang Madinah dengan ilmu fiqh orang Iraq atau 
antara ilmu Fiqh yang banyak berdasarkan penyesuaian dengan akal. 

 
2. Imam al-Bukhārī. 

Imam al-Bukhārī nama lengkapnya adalah Abū‘Abdillāh Muhammad 
Ibn Muhammad al-Bukhārī. Lahir di kota Bukhārā pada tanggal 15 Syawal 
194 H. Pada tahun 210 H ia beserta ibu dan saudaranya menunaikan ibadah 
haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para fuqahā 
dan muhaddiśīn. la bermukim di Madinah dan menyusun kitab "at-Tārīkh al-
Kabīr". Pada masa mudanya ia berhasil menghafalkan 70.000 hadis dengan 
seluruh sanadnya. Usahanya mencapai para muhaddiśīn adalah dengan cara 
melawat ke Bagdad, Basrah, Kufah, Mekah, Syam, Hunqs, Asyqala, dan 
Mesir. 

 
3. Imam Nawawi 

Imam Nawawi memiliki nama lengkap Yahya bin Syaraf bin Hasan 
bin Husain An-Nawawi Ad-Dimasyqiy, Abu Zakaria. Ia dilahirkan pada bulan 
Muharram tahun 631 H di Nawa, Dimasyq (Damaskus) yang sekarang 
merupakan ibukota Suriah. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal 
dengan kesalehan dan ketakwaan. Beliau mulai belajar di katatib (tempat 
belajar baca tulis untuk anak-anak) dan hafal al-Quran sebelum menginjak 
usia baligh. 

Ia digelari muhyiddin (yang menghidupkan agama) dan membenci 
gelar ini karena tawadhu’ beliau. Di samping itu, agama Islam adalah agama 
yang hidup dan kokoh, tidak memerlukan orang yang menghidupkannya, 
sehingga menjadi hujjah atas orang-orang yang meremehkannya atau 
meninggalkannya. Diriwayatkan bahwa ia berkata: “Aku tidak akan 
memaafkan orang yang menggelariku Muhyiddin.” 
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